BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Pemerintahan dan Teori Pemisahan Kekuasaan

2.1.1 Sistem Pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata “sistem” dan
“pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian
yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun
hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu
menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah

satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.!

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara
dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara
sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas
eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan

yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah pembagaian kekuasaan serta

' Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet. ke-5, Pusat

Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, him. 171.
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hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-

kekuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat.

Dalam ilmu negara umum (algemeine staatslehre) yang dimaksud dengan sistem
pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki
maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang
mewakili rakyat. Ditambahkan Mahfud MD, sistem pemerintahan dipahami
sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.®
Senada dengan pendapat para ahli tersebut, Jimly Asshiddigie* mengemukakan,
sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian regeringsdaad, Yyaitu
penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi

legislatif.

Ditinjau dari aspek pembagian kekuasaannya, organisasi pemerintah dapat dibagi
dua, yaitu : pembagian kekuasana secara horizontal didasarkan atas sifat tugas
yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di
dalam suatu negara, dan pembagian kekuasaan secara vertikal menurut tingkat
pemerintahan, melahirkan hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem

desentralisasi dan dekonsentrasi.’

Dari penelusuran berbagai literatur hukum tata negara dan ilmu politik, terdapat
beberapa varian sistem pemerintahan. C.F. Strong membagi sistem pemerintahan

ke dalam kategori : parliamnetary executive dan non-parliamnetary executive atau

2 Ibid.,

> Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem
Presidensial Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, him. 23

* o diml y Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Buana Ilmu, Jakarta,
2007, him. 311.

> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, loc.cit.,



14

the fixed executive. Lebih bervariasi lagi Giovanni Sartori membagi sistem
pemerintahan menajadi tiga kategori : presidentialism, parliamnetary system, dan
semi-presidentialism. Jimly Asshiddigie dan Sri Soemantri juga mengemukakan
tiga variasi sistem pemerintahan, yaitu : sistem pemerintahan presidensial
(presidential system), sistem parlementer (parliamnetary system), dan sistem

pemerintahan campuran (mixed system atau hybrid system)®

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan yang paling luas diterapkan
diseluruh dunia. Sistem parlementer lahir dan berkembang seiring dengan
perjalanan ketatanegaraan Inggris.” Dalam sistem parlementer hubungan antara
eksekutif dan badan perwakilan sangat erat. Hal ini disebabkan adanya
pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang
dibentuk harus memperoleh dukunganan kepercayaan dengan suara terbanyak dari
parlemen yang berarti, bahwa setiap kebijakasanaan pemerintah atau kabinet tidak

boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.®

Mariam Budiardjo menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan parlementer,
badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Kabinet sebagai
bagian dari badan eksekutif yang “bertanggung jawab” diharapkan mencerminkan
kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya, dan mati-
hidupnya kabinet tergantung pada dukungan dalam badan legislatif (asas
tanggung jawab menteri).” Selanjutnya Saldi Isra menyimpulkan bahwa,

disamping pemisahan jabatan kepala negara (head of master) dengan kepala

Saldi Isra, op.cit., him. 24-25

Saldi Isra, Ibid., hIm. 26

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, op.cit., him. 172
Miriam Budiardjo, op.cit., him. 297

© 0 N o
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pemerintahan (head of goverment), karakter paling mendasar dalam sistem
pemerintahan  parlementer adalah tingginya tingkat dependensi atau
ketergantungan eksekutif kepada dukungan parlemen. Apalagi, eksekutif tidak
dipilih langsung oleh pemilih sebagaimana pemilihan untuk anggota legislatif.
Oleh karena itu parlemen menjadi pusat kekuasaan dalam sistem pemerintahan

parlementer.°

Amerika Serikat merupakan tanah kelahiran dan contoh ideal sistem pemerintahan
presidensial. Sistem pemerintahan ini lahir sebagai upaya Amerika Serikat
menentang dan melepaskan diri dari kolonial Inggris, dengan membentuk sistem
pemerintahan yang berbeda, yaitu pemisahan kekuasaan antara legislatif dan

eksekutif sebagaimana konsep Trias Politica-nya Montesquieu.**

Jimly Asshiddigie mengemukakan sembilan karakter pemerintahan presidensial

sebagai berikut : *2

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif
dan legislatif.

2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak
terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja.

3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala
negara adalah sekaligus kepala pemerintahan.

4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan

yang bertanggung jawab kepadanya.

% saldi Isra, op.cit., him. 30-31

Saldi Isra, Ibid., him. 31-32
Jimly Asshiddigie, op.cit.,, him. 316.

11
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5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian
pula sebaliknya.

6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen

7. Berlaku prinsip supremasi konstitusi, karena itu pemerintah eksekutif
bertanggung jawab kepada konstitusi

8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat

9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat

Salah satu karakter sistem pemerintahan presidensial yang utama adalah presiden
memegang fungsi ganda, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan. Dalam kekuasaan eksekutif, sebagai kepala pemerintah, Presiden
memegang kekuasaan tunggal dan tertinggi. Presiden memilih dan mengangkat
menteri anggota kabinet dan berperan penting dalam pengambilan keputusan
didalam kabinet, tanpa bergantung kepada lembaga legislatif. Karakter sistem
presidensial dapat juga dilihat dari pola hubungan antara lembaga eksekutif
(presiden) dengan lembaga legislatif, dimana adanya pemilihan umum yang
terpisah untuk memilih presiden dan anggota legislatif. Sistem presidensial
membawa ciri yang kuat pada pemisahan kekuasaan, dimana badan eksekutif dan

badan legislatif bersifat independen satu sama lain.*?

Sistem pemerintahan campuran (mixed system atau hybrid system) adalah sistem
pemerintahan yang berupaya mencarikan titik temu antar sistem pemerintahan
presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Fungsi ganda presiden

sebagaimana dalam sistem pemerintahan presidensial tetap dipertahankan. Namun

B saldi Isra, op.cit., him. 40
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sebagai kepala pemerintahan, presiden berbagi kekuasaan dengan perdana menteri

yang menimbulkan dual executive system. *

Berdasarkan pola hubungan antara presiden dengan perdana menteri atau lembaga
legislatif, pengaturan dalam konstitusi dan situasi politik sebuah negara mix
system dapat menjadi sistem semi-presidensial dan semi-parlementer. Jika
konstitusi atau situasi politik cenderung memberikan kekuasaan lebih besar bagi
presiden, sistem pemerintahan campuran lebih sering disebut dengan sistem semi-
presidensial. Sebaliknya jika perdana menteri dan badan legislatif mempunyai
kekuasaan lebih besar dari presiden, sistem campuran lebih sering disebut dengan

sistem semi-parlementer.™

Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia sebelum perubahan UUD 1945
menurut Bagir Manan terdapat dua pendapat yang lazim digunakan, yaitu :
Kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem presidensial dan
kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem campuran. Para
ahli yang berpendapat sebagai sistem presidensial karena presiden adalah kepala
pemerintahan dan ditambah dengan karakter : (a) ada kepastian masa jabatan
presiden, yaitu lima tahun; (b) presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR;
dan (c) presiden tidak dapat membubarkan DPR. Sementara itu, yang berpendapat
bahwa Indonesia menganut sistem pemerintah campuran karena selain terdapat

karakter sistem pemerintahan presidensial terdapat pula karakter sistem

Y saldi Isra, Ibid., him. 48

> galdi Isra, Ibid., him. 45
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parlementer. Ciri parlementer yang dimaksudkan adalah presiden bertanggung

jawab kepada lembaga perwakilan rakyat yang dalam hal ini MPR.*

Perubahan Pertama hingga Keempat UUD 1945, telah menjadikan sistem
ketatanegaraan Indonesia mengalami berbagai perubahan yang amat mendasar.
Perubahan-perubahan itu mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural
organ-organ negara Indonesia. Banyak pokok pikiran baru yang diadopsikan ke
dalam kerangka UUD 1945 tersebut, di antaranya adalah: (1) Penegasan
dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling
melengkapi secara komplementer; (2) pemisahan kekuasaan dan prinsip checks
and balances; (3) pemurnian sistem pemerintah presidensial; dan (4) Penguatan
cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.’” Perubahan ini yang saat ini menimbulkan berbagai kelembagaan
negara dan pembentukan sistem dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara

hukum yang demokratis.
2.1.2. Teori Pemisahan Kekuasaan dan Perkembangannya

Pada prinsipnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara antara lain
merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan didalam suatu negara.

Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menujukkan perbedaan antara fungsi-

16 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung,

1995, him. 78-79

v Jimly Asshiddigie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun
1945, makalah disamapaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VI1II, Denpasar, 14-18
Juli 2003), him. 2-3



19

fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih

dikenal sebagai Trias Politika.'®

Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam
kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-
undang (dalam peristilahan baru sering disebut rule making function); kedua,
kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (rule
application function); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas
pelanggaran undang-undang (rule adjudication function). Trias politika adalah
suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (function) ini sebaiknya
tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan
kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga

negara lebih terjamin.*°

Pertama kali mengenai fungsi-fungsi kekuasaan negara dikenal di Perancis pada
abad ke-XVI, pada umumnya diakui lima yaitu: (i) fungsi diplomacie; (ii) fungsi
defencie; (iii) fungsi financie; (iv) fungsi justicie; dan (v) fungsi policie .*° Oleh
John Locke (1632-1704) dalam bukunya Two Treatises on Civil Goverment (1690)
kemudian konsepsi mengenai fungsi kekuasaan negara itu dibaginya menjadi tiga,
yaitu (i) fungsi legislatif; (ii) eksekutif; (iii) fungsi federatif (hubungan luar negeri),

yang masing-masing terpisah satu sama lain. Bagi John Locke, fungsi peradilan

8 Beberapa literatur menerjemahkan konsep trias politica sebagai pemisahan kekuasaan (separation
of power). Lihat Jimly Asshiddigie. Ibid., him. 30.

Sedangkan sebagian literatur lain menyebutnya dengan istilah pembagian kekuasaan (division of
power). Lihat Miriam Budiardjo, Ibid., him. 267.
9 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar IImu Politik. Edisi Revisi,Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta,
2008, him. 281-282.
20 Jimly Asshiddiqgie, Perkembangan dan Konsulidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sinar
Grafika, Jakarta, 2010, him. 29.
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tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. John Locke memandang

mengadili itu sebagai uittvoering, yaitu termasuk pelaksanaan undang-undang.?

Pada tahun 1748, Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke
yang ditulis dalam bukunya L Esprit des Lois (The Spirit of the Law). Alasan
Montesquieu mengembangkan konsep Trias Politika didasarkan pada sifat despotis
raja-raja Bourbon, ia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga
negaranya merasa lebih terjamin haknya. Montesquieu membagi kekuasaan
pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif,
dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisah
satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan
(organ) yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif
yang ditekankan oleh Montesquieu yang mempunyai latar belakang sebagai hakim,
karena disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia perlu
dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan
untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan
undang-undang (diutamakan tindakan politik luar negeri), sedangkan kekuasaan

yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.??

Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga
fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan tetapi oleh ketiga orang
atau badan yang terpisah. Dikatakan olehnya “kalau kekuasaan legislatif dan
kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa,

maka tak akan ada kemerdekaan, akan menjadi malapetaka jika seandainya satu

b Miriam Budiardjo, op.cit., him. 282.
2" Miriam Budiardjo, Ibid., him. 282-283
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orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat
jelata, diserahi menyelenggarakan ketiga kekuasaan tersebut, yakni kekuasaan
membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum, dan

mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu”.?

Sementara itu, C. Van Vollenhoven mengembangkan pandangan yang tersendiri
mengenai soal ini. Menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas
empat cabang yang kemudian di Indonesia biasa diistilahkan dengan catur praja,
yaitu (i) fungsi regeling (pengaturan); (ii) fungsi bestuur (penyelenggaraan
pemerintahan); (iii) fungsi rechtsspraak atau peradilan; dan (iv) fungsi politie yaitu
berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan. Sedangkan Goodnow
mengembangkan ajaran yang biasa diistilahkan dengan di praja, yaitu (i) policy
making function (fungsi pembuatan kebijakan); dan (ii) policy executing function
(fungsi pelaksanaan kebijakan). Namun, pandangan yang paling berpengaruh di
duni adalah seperti yang dikembangkan oleh Montesquieu, yaitu adanya tiga

cabang kekuasaan negara yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial.**

Teori pemisahan kekuasaan Montesquieu mengalami perkembangan dan mendapat
kritikan. Pemisahan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dapat
dipisahkan secara tajam satu dengan yang lain. Menurut E. Utrecht, pemisahan
mutlak yang dikemukakan oleh Montesquieu mengakibatkan adanya badan negara
yang tidak ditempatkan dibawah pengawasan badan kenegaraan lainnya. Ketiadaan
pengawasan ini mengakibatkan terbukannya kemungkinan suatu badan kenegaraan

melampaui batas kekuasaannya. Jika dilihat dari fungsi negara pada negara hukum

* Miriam Budiardjo, Ibid., him. 283
% Jimly Asshiddigie op.cit., him. 29-30
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modern, pembagian tiga fungsi kekuasaan negara tidak dapat diterima secara

mutlak, karena badan negara juga dapat diberi lebih dari satu fungsi.*®

Mariam Budiardjo menyatakan pada abad ke-20 dalam negara yang sedang
berkembangan dimana kehidupan ekonomi dan sosial telah menjadi demikian
kompleksnya serta badan eksekutif mengatur hampir semua aspek kehidupan
kehidupan masyarakat, Trias Politika dalam arti “pemisahan kekuasaan™ tidak dapat
dipertahankan lagi.?® Selain itu, dewasa ini hampir semua negara modern
mempunyai tujuan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (Welfare State).
Untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut menjalan fungsi secara tepat, cepat,
dan komprehensip dari semua lembaga negara yang ada. Dengan kata lain persoalan
yang dihadapai oleh negara semakin kompleks dan rumit sehingga penanganannya
tidak dapat dimonopoli dan diselesaikan secara otonom oleh negara tertentu saja,

melainkan perlu adanya kerjasama antar lembaga negara yang ada.?’

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian

kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Menurut Jimly

Asshiddigie, hal ini disebabkan tuntutan keadaan dan kebutuhan nyata, baik faktor-

faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh

globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks menyebabkan variasi struktur

dan fungsi organisasi serta institusi kenegaraan berkembang dalam banyak ragam

dan bentuknya.”® Negara melakukan eksperimentasi kelembagaan (institutional

experimentation) melalui berbagai bentuk organ pemerintahan yang dinilai lebih

% E.Utrech, Pengantar Hukum Administrasiu Negara Indonesia, Cet. 4, 1960, him. 17-24

Miriam Budiardjo, op.cit., him. 282.

Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala
Daerah), Alumni, Jakarta, 2006, him. 74
% Jimly Asshiddigie op.cit., him. 1

26
27
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efektif dan efisien sehingga pelayanan umum (public services) dapat benar-benar
terjamin. Kelembagaan tersebut disebut dengan istilah dewan (council), komisi

(commission), komite (committee), badan (board), atau otorita (authority).

Sebagai akibat tuntutan perkembangan yang semakin kompleks dan rumit,
organisasi-organisasi kekuasaan yang birokratis, sentralistis, dan terkonsentrasi tidak
dapat lagi diandalkan. Oleh karena itu, muncul gelombang deregulasi,
debirokratisasi, privatisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Salah satu akibatnya,
fungsi-fungsi kekuasaan yang biasanya melekat dalam fungsi-fungsi lembaga-
lembaga eksekutif, legislatif, dan bahkan yudikatif dialihkan menjadi fungsi organ
tersendiri yang bersifat independen. Sehingga dimungkinkan adanya suatu lembaga
negara baru yang menjalankan fungsi yang bersifat campuran, dan masing-masing
bersifat independen (independent bodies)®® atau quasi independent. Terdapat
beberapa ahli yang mengelompokkan independent agencies (lembaga independen)
semacam ini dalam domain atau ranah kekuasaan eksekutif. Ada pula sarjana yang
mengelompokkannya secara tersendiri sebagai the fourth branch of the

government, seperti yang dikatakan oleh Yves Meny dan Adrew Knapp.*!

Menurut Crince le Roy terdapat kekuasaan lain disamping tiga kekuasaan negara
menurut Montesquieu yaitu sering disebut kekuasaan ke-empat, tetapi para ahli
sering tidak memberikan tempat bagi kekuasaan yang ditemukan itu didalam pola
kekuasaan undang-undang dasar. Akibatnya terjadi ketegangan antar hukum tertulis
dengan disatu pihak dengan kenyataan dalam masyarakat dipihak yang lainnya.

Meneliti hukum tatanegara Belanda kekuasaan tersebut diberi istilah De Vierde

**Jimly Asshiddigie Ibid., him. 5
% Jimly Asshiddigie Ibid., him. 20
*1 Jimly Asshiddigie Ibid., him. 8



24

Macht. Kekuasaan lainnya yakni komisi-komisi independent, pers, aparat
kepegawaian, kekuasaan;kekuasaan pengawasan, komisi-komisi  pelayanan
masyarakat, rakyat yang mempunyai hak pilih, kelompok-kelompok penekan dan
partai-partai politik.*> Badan-badan atau lembaga-lembaga independen yang
menjalankan fungsi regulasi dan pemantauan di Amerika serikat disebut juga the

headless fourth branch of the government.*

Konsep Trias Politika yang disampaikan Montesquieu tidak relevan lagi saat ini,
mengingat tidak mungkin mempertahankan ketiga organisasi tersebut hanya
berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut.
Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu
tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan

saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances.**

2.2. Konsep Lembaga Negara dan Lembaga Negara Independen

2.2.1 Konsep Lembaga Negara

Negara sebagai suatu organisasi memiliki alat perlengkapan untuk merealisasikan
tujuan dan keinginan-keinginan negara (staatswill)®*. Konsep lembaga negara
secara terminologis memiliki keberagaman istilah. Di kepustakaan Inggris,
sebutan lembaga negara menggunakan istilah  “political institution”,

sedangkan dalam kepustakaan Belanda dikenal dengan istilah “staat

2 Crince le Roy, Kekuasaaan Ke-empat Pengenalan Ulang, diterjemahkan oleh Soehardjo, Semarang,

1981, him. 21

> Jimly Asshiddigie op.cit., him. 9

Jimly Asshiddigie ibid., him. 31

A. Fickar Hadjar ed. Al, Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi, KRHN dan Kemitraan, Jakarta, 2003, him. 4

34
35
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organen”. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan istilah “lembaga

negara, badan negara, atau organ negara”.36

Arti kata “lembaga” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang relevan
digunakan dalam penelitian ini adalah badan atau organisasi yang bertujuan
melakukan suatu usaha. Kamus tersebut memberi contoh frase yang menggunakan
kata lembaga, yaitu “lembaga pemerintah” yang diartikan sebagai badan-badan
pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Apabila kata “pemerintah” diganti
dengan kata “negara”, maka frase “lembaga negara” diartikan sebagai badan-
badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara (khususnya di

lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif)*’

Dalam Kamus Hukum Belanda-Indonesia kata staatsorgaan diterjemahkan sebagai
alat perlengkapan negara. Dalam Kamus Hukum Fockema Andreae, kata organ
juga diartikan sebagai perlengkapan, Hal ini yang menyebabkan istilah lembaga
negara, organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara seringkali
dipertukarkan satu sama lain. Menurut Natabaya, penyusun UUD 1945 sebelum
perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga
negara atau organ negara, untuk maksud yang sama, Konstitusi RIS (Republik
Indonesia Serikat) tahun 1949 tidak menggunakan istilah lain kecuali alat
perlengkapan negara. UUD 1945 setelah perubahan keempat, melanjutkan
kebiasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sebelum

masa reformasi tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, organ

% Firmansyah Arifin dkk. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, KRHN
bekerjasama dengan MKRI didukung oleh The Asia Foundation dan USAID, Jakarta 2005, him. 29

7 Firmansyah Arifin dkk. Ibid., him. 30
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negara, dan badan negara.®® Satu-satunya istilah lembaga negara terdapat dalam
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili, memutus sengketa kewenangan lembaga negara”.

Dalam memahami pengertian organ atau lembaga negara, dapat dilihat dari
pandangan Hans Kelsen mengenai the Concept of the State Organ dalam bukunya
General Theory of Law and State (Teori Umum Tentang Hukum Dan
Negara).®® Hans Kelsen menguraikan bahwa “Whoever fulfills a function
determined by the legal order is an organ”. Siapa saja yang menjalankan suatu
fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ.
Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang
berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat
pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (norm
creating) dan/atau bersifat menjalankan norma (norm applaying). “These functions,
be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately

aimed at the execution of a legal sanction”.

Menurut Hans Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga
negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum, sama-sama
merupakan organ negara dalam arti luas. Pendek kata, dalam pengertian yang luas
ini, organ negara identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan

tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut sebagai jabatan

3 Jimly Asshiddiqgie, Perkembangan dan Konsulidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sinar

Grafika, Jakarta, 2010, him. 28.

** Hans Kelsen, General Theory Of Law and State, Russell & Russell, New York, 1961,
diterjemahkan oleh Raisul Muttagien, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Cetakan I,
Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, September 2006, him. 276-277
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publik atau jabatan umum (public offices) dan pejabat publik atau pejabat umum

(public officials).*

Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan, “An organ, in this sense, is an individual
fulfilling a specific function”. Kualitas individu itu sebagai organ negara ditentukan
oleh fungsinya. “He is an organ because and in so far as he performs a
law-creating or law-applying function”. Individu tersebut dapat disebut sebagai
organ negara, karena ia menjalankan fungsi yang menciptakan hukum (law-creating

function) atau fungsi yang menerapkan hukum (law-applying function).**

Selain konsep di atas, ada satu konsep lain yang lebih sempit, yakni konsep
"material”. Menurut konsep material, seseorang disebut "organ” negara jika dia
secara pribadi menempati kedudukan hukum tertentu (...he personally has a specific
legal position). Transaksi hukum, yakni perjanjian, merupakan tindakan
membuat hukum, seperti halnya keputusan pengadilan. Pihak-pihak yang
mengadakan perjajian, dan juga hakim melakukan fungsi membuat hukum, tetapi
hakim adalah sebuah organ negara dalam pengertian yang lebih sempit,
sedangkan pihak-pihak dalam perjanjian tidak dianggap sebagai organ negara.
Hakim adalah organ negara menurut pengertian yang lebih sempit ini karena
dia dipilih atau diangkat untuk menduduki fungsinya, karena dia menjalankan
fungsinya secara profesional dan karena itu menerima upah reguler, gaji, yang

bersumber dari keuangan negara.*?

0 Jimly Asshiddigie op.cit., him. 32

Hans Kelsen, loc.cit.,
Hans Kelsen, Ibid.,

a1
42
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Ciri-ciri penting organ negara dalam arti sempit adalah (i) organ negara itu dipilih
atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu; (ii) fungsi itu
dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif; dan
(iii) karena fungsinya itu, ia berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara.*®
Dengan demikian, lembaga atau organ negara dalam arti sempit dapat dikaitkan
dengan jabatan dan pejabat (officials), yaitu jabatan umum, jabatan publik (public
office) dan pejabat umum, pejabat publik (public official). Dengan perkataan lain,
meskipun dalam arti luas semua individu yang menjalankan law-creating and law
applying function adalah organ, tetapi dalam arti sempit yang disebut sebagai organ
atau lembaga negara hanyalah yang menjalankan law-creating or law-applying
function dalam konteks kenegaraan saja. Individu yang berada di luar konteks
jabatan organik kenegaraan, tidak relevan disebut sebagai organ atau lembaga

negara.**

Menurut Jimly Asshidigie, konsep organ negara dan lembaga negara sangat luas
maknanya, sehingga tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian tiga cabang

kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saja. Adapun, konsep/pengertian organ

45
negara dan lembaga negara menurutnya adalah :  Pertama, dalam arti yang paling

luas, pengertian pertama, organ negara paling luas mencakup setiap individu yang
menjalankan fungsi law-creating dan law-applying; Kedua (pengertian kedua),
organ negara dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian pertama, yaitu
mencakup individu yang menjalankan fungsi law-creating atau law- applying dan

juga mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan

* Jimly Asshiddigie op.cit., him. 33

Jimly Asshiddigie, Ibid., him. 33-34
Jimly Asshiddigie, Ibid., him. 35-36

a4
45



29

pemerintahan; Ketiga, organ negara dalam arti yang lebih sempit, yaitu badan atau
organisasi yang menjalankan fungsi law-creating dan/atau law-applying dalam
kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Di dalam pengertian
ini, lembaga negara mencakup pengertian lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan UUD, UU, Peraturan Presiden ataupun oleh keputusan-keputusan yang

tingkatannya lebih rendah, baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah.

Keempat, dalam pengertian keempat yang lebih sempit lagi, organ atau lembaga
negara itu hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Kelima, di samping
itu keempat pengertian di atas, untuk memberikan kekhususan kepada lembaga-
lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan
ditentukan oleh UUD 1945, yaitu lembaga Kepresidenan (Presiden dan Wakil
Presiden), MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK dapat pula disebut sebagai
lembaga negara yang tersendiri, karena kedudukannya yang tinggi, sekiranya
lembaga-lembaga konstitusional ini hendak disebut sebagai lembaga tinggi negara
juga dapat diterima. Semua lembaga konstitusional dianggap sederajat dan hanya
dibedakan dari perbedaan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Ketujuh
lembaga tinggi negara inilah yang dapat dikaitkan dengan pengertian alat-alat

perlengkapan negara yang utama (main organs).

Di sisi lain Sri Soemantri menyatakan bahwa, lembaga-lembaga negara merupakan
lembaga-lembaga yang ditentukan dalam konstitusi. Hal ini mengacu pada pendapat
K.C. Wheare, bahwa konstitusi digunakan untuk menggambarkan keseluruhan

sistem ketatanegaraan suatu negara. Lord James Bryce menegaskan bahwa
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konstitusi merupakan suatu kerangka masyarakat politik yang diatur melalui dan
atau dengan hukum. Hukum telah menetapkan secara permanen lembaga-lembaga
yang mempunyai fungsi-fungsi dan hak-hak tertentu yang diakui, sedangkan
menurut C.F. Strong konstitusi adalah kumpulan yang mengatur dan menetapkan
kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan hubungan diantar
keduanya atau antara pemerintah dan yang diperintah. Hal ini berarti konstitusi
sebagai kerangka negara berisi lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga
tersebut menjalankan fungsi yang terpisah dan memiliki sistem checks and

balances, antara lain fungsi legislatif, eksekutif, dan peradilan.*®

Sri Soemantri mengatakan bahwa diluar konstitusi juga terdapat lembaga-lembaga
negara. Terkait hal tersebut beliau membagi dua sistem ketatanegaraan Indonesia.
Pertama, sistem ketatanegaraan dalam arti sempit, yakni hanya berkenaan dengan
lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Kedua,
sistem ketatanegaraan dalam arti luas, yakni meliputi lembaga-lembaga negara yang

terdapat di dalam dan di luar Undang-Undang Dasar.*’

Upaya pencapaian tujuan negara yang juga tujuan nasional bertambah kompleks,
hal itu tidak dapat dicapai hanya dengan lembaga utama saja (main state’s organ).
Oleh sebab itu, dibentuklah lembaga-lembaga pembantu (auxiliary state’s organ),
yang mempunyai fungsi melayani. Perbedaan lembaga utama dengan lembaga

pembantu adalah, lembaga utama merupakan permanent institutions, sedangkan

S Soemantri, “Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut

UUD 19457, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum “Penataan State Auxiliary Bodies dalam
Sistem Ketatanegaraan”Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional
bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2009

7 sri Soemantri, Ibid.,
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lembaga negara pembantu dapat tumbuh, berkembang, dan mungkin dihapus

tergantung pada situasi dan kondisi.*®

Men

urut Jimly Asshiddigie terdapat lebih dari 34 organ, jabatan, atau lembaga-

lembaga yang secara eksplisit disebut dan diatur keberadaannya dalam UUD

1945.%° Organ tersebut dapat dibedakan dari dua kriteria, yaitu (i) kriteria hirarki

bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan (ii) kualitas

fung
Dari

a.

Dari

ada

sinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara.
segi hirarkinya lembaga atau organ negara dapat dibedakan ke dalam tiga lapis:
Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, yakni :
presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA dan BPK. Seluruh
lembaga tersebut mendapat kewenangan dari UUD 1945.

Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, yakni : menteri
negara, TNI, Polri, KY, KPU, dan Bl. Lembaga-lembaga tersebut ada yang
mendapatkan kewenangannya dari UUD, dan ada pula yang mendapatkan
kewenangannya dari undang- undang.

Organ lapis ketiga adalah lembaga negara yang sumber kewenangannya
berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang.
Misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional.

segi fungsinya, lembaga atau organ negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu

yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau

penunjang (auxiliary).*

8 o Soemantri, Ibid.,

49
50

Jimly Asshiddigie, op.cit., him. 49-51
Jimly Asshiddigie. Ibid., him. 90
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Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menentukan, "Badan-badan lain
yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-
undang”. Artinya>, selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta
Komisi Yudisial dan kepolisian negara yang sudah diatur dalam UUD 1945,
masih ada badan-badan lainnya yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai
fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu yang menjalankan
fungsi penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan. Badan atau lembaga lain
yang dimaksud itu antara lain adalah Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan
sebagainya. Lembaga-lembaga ini, meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam
UUD 1945, tetapi sama-sama memiliki constitutional importance® dalam sistem

konstitusional berdasarkan UUD 1945.

Lebih lanjut Jimly>® menjelaskan Persoalan konstitusionalitas lembaga negara itu
tidak selalu berkaitan dengan derajat hirarkis antara lembaga yang lebih tinggi atau
yang lebih rendah kedudukannya secara konstitusional. Persoalan yang relevan
adalah “apa dan bagaimana Undang-Undang Dasar (UUD) mengatur dan
menentukan hal-hal yang berkaitan dengan lembaga negara dimaksud”. Meskipun
kedudukannya lebih rendah dari lembaga konstitusional yang biasa, tetapi selama
ketentuan mengenai lembaga yang bersangkutan diatur dalam Undang-Undang
Dasar (UUD), berarti lembaga tersebut bersangkutan dengan persoalan

konstitusionalitas.

> Jimly Asshiddigie. Ibid., him. 88

Derajat kepentingan suatu lembaga berdasarkan undang-undang dasar dalam sistem negara demokrasi
konstitusi Jimly Asshiddigie. Ibid., hIm. 89
58 Jimly Asshiddigie, Ibid., him. 48

52
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Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang
saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk atau wadahnya,
sedangkan functie adalah isinya; organ adalah status bentuknya (Inggris: form,
Jerman: vorm) , sedangkan functie adalah gerakan wadah itu sesuai maksud
pembentukannya. Dalam naskah UUD 1945, organ-organ yang dimaksud, ada
yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit
hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya
maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih

rendah.>*

2.2.2 Lembaga Negara Independen

Lembaga negara telah pada saat ini mengalami perkembangan pesat, hal ini

disebabkan beberapa hal, antara lain:

a. Negara mengalami perkembangan di mana kehidupan ekonomi dan sosial
menjadi sangat kompleks yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur
hampir seluruh kehidupan masyarakat.

b. Hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk mencapai
kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang berkonsep negara kesejahteraan
(Welfare State). Untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut menjalankan
fungsi secara tepat, cepat dan komprehensip dari semua lembaga negara.

c. Adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial,
ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh

globalisme versus lokalisme yang semakin komplek mengakibatkan variasi

>* Jimly Asshiddigie, Ibid., him. 84
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struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan semakin
berkembang.

d. Terjadinya transisi demokrasi, yang mengakibatkan berbagai kesulitan
ekonomi, dikarenakan terjadinya aneka perubahan sosial dan ekonomi. Negara
yang mengalami perubahan sosial dan ekonomi memaksa banyak negara

melakukan eksperimentasi kelembagaan (institutional experimentation).

Dalam perkembangannya sebagian besar lembaga yang dibentuk tersebut adalah
lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pembantu bukan yang berfungsi
utama. Lembaga tersebut disebut Auxiliary State's institutions, atau Auxiliary
State's Organ yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti institusi
atau organ negara penunjang. Para ahli hukum tata negara Indonesia tidak
memiliki padanan kata yang sama untuk menyebut lembaga ini ada yang
menyebut lembaga negara pembantu, lembaga negara penunjang, lembaga negara
melayani, lembaga negara independen dan lembaga negara mandiri.>®> Lembaga
Administrasi Negara (LAN) memberi pengertian “lembaga independen adalah
lembaga pemerintah dan non pemerintah yang bebas dari pengendalian oleh
pemerintah dan pembuat kebijakan (legislatif), bebas dari pengendalian oleh

pemanfaatan kelompok, dan bebas dari kepentingan tertentu serta bersifat netral.®

Di negara-negara demokrasi yang telah mapan, pada tiga dasawarsa terakhir abad
ke-20, banyak tumbuh lembaga-lembaga negara baru. Lembaga-lembaga baru

tersebut umumnya disebut sebagai state auxiliary organs, atau auxiliary institutions

> http://ilhamendra.wordpress.com/2009/02/19/1konsep-tentang-lembaga-negara-penunjang/, diunduh

tanggal 14 April 2013
http://www.docstoc.com/docs/4289159/lembaga-independen, Istyadi Insani, “Lembaga Independen
Wacana dan Realita dalam Penyelenggaraan Negara ”, diunduh tanggal 14 April 2013


http://ilhamendra.wordpress.com/2009/02/19/1konsep-tentang-lembaga-negara-penunjang/
http://www.docstoc.com/docs/4289159/lembaga-independen

35

sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Di antara lembaga-lembaga itu
kadang-kadang ada juga yang disebut sebagai self regulatory agencies,
independent supervisory bodies, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi
campuran (mix function) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi
penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan
oleh lembaga-lembaga baru tersebut. Lembaga-lembaga seperti ini di Amerika
Serikat disebut juga the headless fourth branch of the government, sedangkan di
Inggris lembaga-lembaga seperti ini biasa disebut quasi autonomus non

governmental organizations atau disingkat quango’s.”’

Menurut Muchlis Hamdi, hampir semua negara memiliki lembaga yang dapat
disebut sebagai “auxiliary state's bodies”.>® Menurutnya, lembaga ini umumnya
berfungsi untuk mendukung lembaga negara utama. Auxiliary state’s organ dapat
dibentuk dari fungsi lembaga negara utama yang secara teori menjalankan tiga
fungsi, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembentukan organisasi
pendukung ini dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi
tanggung jawabnya. Selain itu terdapat juga lembaga independen yang
kewenangannya bersumber dari  konstitusi negara atau  kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan umumnya dibentuk berdasarkan undang-

undang.

> Jimly Asshiddigie op.cit., him. 7 Jimly Asshiddigie op.cit., him. 7-9

Muchlis Hamdi, “State Auxiliary Bodies di Beberapa Negara”, Disampaikan dalam dialog hukum dan
non hukum “Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan”Departemen Hukum dan
HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2009

° Muchlis Hamdi, Ibid.,

58
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Alasan utama yang melatar belakangi munculnya lembaga independen, adalah®:
Pertama, alasan sosiologis yang menyatakan bahwa munculnya lembaga
independen disebabkan adanya perkembangan kegiatan negara (modern) yang
semakin kompleks sehingga membutuhkan banyak lembaga atau alat
perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas atau fungsi negara. Alat
perlengkapan atau lembaga negara yang dihasilkan melalui konstitusi sudah tidak
mampu lagi menampung tugas-tugas spesifik yang umumnya membutuhkan
independensi dan profesionalitas dalam pelaksanaannya. Konsekuensi yang
dituntut adalah membentuk lembaga baru yang merupakan conditio sine qua
non (konsekuensi logis) bagi pertumbuhan dan perkembangan negara dalam

mengakomodasi aspirasi dan dinamika masyarakat modern.

Kedua, alasan administratif yang menyatakan bahwa kemunculan lembaga
independen lebih disebabkan adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan
yang efektif, efisien dan berkeadilan. Pelaksanaan satu fungsi atau satu tugas
tidak selalu harus ditempatkan pada hanya satu organ kelembagaan saja,
apalagi bila fungsi yang menjadi tugas suatu lembaga tidak berjalan dengan

efektif dan efisien.

Lembaga independen secara umum memiliki fungsi utama, yaitu® : Pertama,
lembaga independen berfungsi mengakomodasi tuntutan dinamika kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam proses penyelenggaraan

negara yang didasarkan pada paradigma good governance, mensyaratkan

% Hendra Nurtjahjo, “Lembaga Independen di Indonesia: Kajian Pendahuluan Perspektif

Yuridis 7, Makalah dalam Diskusi Terbatas tentang Kelembagaan Independen di Indonesia di
Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara Jakarta, 2006.

61 Istyadi Insani, op.cit.,
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adanya interaksi yang proporsional antara ketiga aktor pemerintahan, yaitu:
pemerintah (government), sektor swasta  (private sector), dan masyarakat
(society). Kedua, lembaga independen berfungsi menjadikan penyelenggaraan

pemerintahan lebih efektif dan efisien.

Secara umum lembaga independen mempunyai peran yang cukup strategis dalam

proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan, yaitu:®

1. Sebagai pengambil dan/atau pelaksana kebijakan yang efektif, efisien, adil dan
akuntabel sesuai tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

2. Sebagai penjamin kepastian hukum dan kepastian regulasi (pengaturan)
terhadap subyek dan obyek yang menjadi tanggungjawabnya;

3. Sebagai pengantisipasi dominasi dari aktor-aktor yang terkait dengan urusan
yang menjadi tanggung jawabnya;

4. Sebagai pencipta harmonisasi dan sinkronisasi iklim dari seluruh stakeholders
terkait dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

5. Sebagai “investigator” terhadap seluruh aktivitas yang menghambat dari
pihak-pihak yang terlibat dalam urusan yang menjadi tanggung jawabnya;

6. Berhak memberikan sanksi (administratif atau hukum) sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki terkait dengan urusan yang menjadi

tanggungjawabnya.

Namun gejala umum yang dihadapi oleh negara-negara yang membentuk
lembaga-lembaga independent tersebut adalah persoalan mekanisme akuntabilitas,

kedudukan dalam struktur ketatanegaraan, dan pola hubungan kerja dengan

62 Istyadi Insani, Ibid.,
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dengan kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan
kekuasaan kehakiman.®® Ketidakjelasan pembentukan tentunya membawa dampak
negatif berupa ketidakjelasan kedudukan dan pertanggungjawaban yang pada

akhirnya dapat merusak sistem.
2.3. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1
angka 1 UU No.15 Tahun 2011). Indonesia telah melaksanakan beberapa kali
pelaksanaan pemilihan umum dalam tiga masa/orde yang berbeda yaitu, orde

lama, orde baru, dan kini orde reformasi.

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 membawa semangat demokrasi
dan pemerintah menjanjikan diselenggarakannya Pemilu untuk membentuk
apartur demokrasi yang respresentatif. Namun berbagai kendala politis, baik yang
bersifat eksternal maupun internal menyebabkan Pemilu baru terlaksana pada
Tahun 1955. Undang-Undang Nomor 7 Tahunl1953 tentang Pemilihan Anggota
Konstituante dan Anggota DPR mengatur secara rinci sistem Pemilu dan pokok-
pokok proses Pemilu. Sistem Pemilu yang dipergunakan adalah sistem
proposional (perwakilan berimbang) dengan stelsel daftar dan sisa suara

terbanyak.

3 A Ahsin Thohari, “Kedudukan Komisi-Komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”,
Jurnal Hukum Jantera, Edisi 12 Tahun 111, April 2006, him.27
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Pengorganisasian Pemilu dilakukan sangat fair, menempatkan pemerintah sebagai
“wasit” yang sebenarnya sehingga partai-partai sendirilah yang memainkan peran
penting dalam Pemilu. Keterlibatan birokrasi dalam kepanitian hanyalah ex-officio
untuk fasilitasi administrasi dalam wujud terlibatnya bupati, camat, kepala desa
sebagai ketua panitia yang didampingi oleh partai-partai pada posisi wakil ketua.
Pada tingkat nasional Mendagri berkedudukan sebagai penaggung jawab Pemilu.
Sedangkan pimpinan kepanitian dipegang oleh orang diluar birokrasi.** Pemilu
Tahun 1955 oleh banyak pihak disebut sebagai Pemilu paling demokratis dan fair

sepanjang sejarah Indonesia.

Pelaksanaan Pemilu pada masa orde baru didasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaran/
Perwakilan Rakyat. Untuk melaksanakan Pemilu, Presiden membentuk Lembaga
Pemilihan Umum (LPU) vyang diketuai oleh Mendagri. Gubernur,
Bupati/Walikota, Camat dan Lurah/Kepala Desa masing-masing menjadi ketua
dan merangkap anggotan Panitia Pemilihan Daerah (PPD 1), PPD II, Panitia
Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pendaftaran Pemilih (PPP). Secara tekstual
kepanitian pemilu masih memperlihatkan netralitas, namun dalam praktek bias
kepentingan Golkar yang juga sebagai peserta Pemilu Tahun 1971. Sebab pejabat-
pejabat pemerintah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemilu adalah
orang-orang yang ditunjuk sebagai fungsionaris Golkar pada setiap tingkatan. Hal
ini yang menyebabkan terjadi kecurangan dan manipulasi perhitungan suara

sebagaimana dilaporkan pada setiap kali pergelaran Pemilu Orde Baru.®

" Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Ed. Revisi, Cet.2, Jakarta : Rajawali Pers, 2009 him.

309-311
® Didik Supriyanto, Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu, Perludem, 2007, him. 39
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Terjadi perubahan signifikan pada peserta Pemilu Tahun 1977, dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1975 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota
Badan Permusyawaran/Perwakilan Rakyat, yaitu peserta Pemilu yang sebelumnya
terbuka bagi semua partai politik, menjadi hanya diikuti oleh tiga peserta, yakni
Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia.
Organisasi pelaksana pemilu tetap dipertahankan oleh pemerintaha orde baru
karena sukses memenangkan Golkar, yang untuk selanjutnya selalu mendominasi

perolehan suara pada setiap Pemilu.®®

Untuk memenuhi protes adanya pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara
Pemilu serta meningkatkan kualitas Pemilu berikutnya, pemerintahan
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang perubahan atas
Undang-Undang Pemilu sebelumnya. Dalam Undang-Undang ini wakil peserta
Pemilu ditempatkan dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu pemerintah juga
membentuk badan baru yang terlibat dalam Pemilu, yaitu Panitia Pengawas
Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu), yang bertugas mengawasi
pelaksanaan Pemilu. Namun sesungguhnya posisi Panwaslak Pemilu dalam
struktur kepanitian Pemilu tidak jelas. Disatu sisi Panwaslak Pemilu bertugas
mengawasi pelaksanaan Pemilu, tetapi dilain pihak Panwaslak Pemilu harus
bertanggungjawab kepada ketua panitia pemilihan sesuai tingkatannya. ketentuan

tentang ruang lingkup tugas dan kewenangan pengawasan Pemilu, mekanisme dan

® Didik Supriyanto, Ibid., him. 40
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prosedur penangganan pelanggaran Pemilu dan pengisian anggota Panwaslak

Pemilu tidak jelas diatur.®’

Peraturan pemerintan menyebutkan ketua Panwaslak Pemilu Pusat adalah Jaksa
Agung dengan lima wakil ketua merangkap anggota, yaitu pejabat dari Depdagri,
ABRI, Golkar, PPP, dan PDI, begitu seterusnya sampai tingkat bawah. Dengan
struktur organisasi sama dengan panitia pemilihan yang didominasi aparat
pemerintah, maka fungsi mengontrol pelaksanaan Pemilu dan tujuan
meningkatkan kualitas Pemilu tidak mungkin diwujudkan. Dalam prakteknya
fungsi Panwaslak Pemilu malah untuk kepentingan pemenangan Golkar dengan
melegalkan kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan Golkar dan
diskriminatif dalam penegakan hukum Pemilu, dengan hanya mengusut

pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu selain Golkar.®®

Pada Tahun 1985 pemerintah kembali melakukan perubahan undang-undang
Pemilu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985. Dalam
Undang-Undang ini tidak ada perubahan yang berarti terhadap ketentuan lembaga
penyelenggara Pemilu dan panitia pelaksana Pemilu serta Panwaslak Pemilu.
Pelaksanan pemilu terus terselenggara secara rutin setiap lima tahun sekali pada

Tahun 1987, 1992, dan Tahun 1997 sebagai Pemilu terakhir zaman orde baru.®

Dalam suasana reformasi, tuntutan untuk segera melaksanakan Pemilu yang
bebas, jujur dan adil sangat kuat. Sehingga pada 1 Februaril999 disahkanlah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Undang-undang ini

®”" Didik Supriyanto, Ibid., him. 41-42

Didik Supriyanto, Ibid., him. 42-43
Didik Supriyanto, Ibid., him. 44

68
69
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mereformasi LPU menjadi komisi pemilihan umum (KPU). KPU diposisikan
sebagai penyelenggara pemilu yang sebenarnya untuk mewujudkan pemilu yang
bebas jujur dan adil. Komposisi keanggotaan KPU terdiri dari 5 (lima) orang
wakil pemerintah dan 1 (satu) orang wakil-wakil partai politik. Panitia Pengawas
Pemilu (Panwaslu) dibentuk dari tingkat pusat sampai kecamatan dengan anggota
terdiri dari unsur hakim, perguruan tinggi dan masyarakat. Secara umum
pelaksanaan Pemilu Tahun 1999 sudah berjalan baik dan demokratis walaupun
banyak terjadi kasus pelanggaran dan kecurangan, serta diambil alih oleh Presiden
Habibi karena ulah sebagaian partai politik yang tidak mau menandatangani hasil

akhir Pemilu.”

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilu Tahun 1999, DPR dan pemerintah
mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000. Dalam undang-undang ini menegaskan
bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh KPU yang independen dan non
partisan. Calon anggota KPU diusulkan oleh presiden dan mendapat persetujuan
DPR. Perubahan ketiga UUD 1945 menetapkan membentuk lembaga baru
bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggotanya dipilih melalui
Pemilu, juga memerintahakan agar presiden dan wakil presiden dipilih langsung
lewat Pemilu. Maka di buat 2 (dua) Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan

7 Didik Supriyanto, Ibid., him. 45-48
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden.’

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004, posisi KPU sangat kuat dan tidak bisa dikoreksi
keputusannya. Meskipun banyak kasus-kasus pelanggaran peraturan Pemilu
maupun pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, namun KPU tidak
rensponsif menindak lanjuti dan hanya mengandalkan hasil keputusan pengadilan.
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dimungkinkan untuk membentuk
Dewan Kehormatan KPU/KPUD tetapi sampai berakhirnya Pemilu legislatif dan
Pemilu presiden tidak pernah ada pembentukan dewan kehormatan. Fungsi
pengawasan diatur secar jelas dalam Undang-Undang Nomor No. 12 Tahun 2003
dan Undang-Undang Nomor No.23 Tahun 2003, yakni mengawasi pelaksanaan
tahapan Pemilu, menangani pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana
serta menyelesaikan sengketa. Pengawas Pemilu Tahun 2004 sudah bekerja secara
baik hanya saja pada KPU yang tidak maksimal dalam menuntaskan kasus-kasus

yang telah direkomendasikan."

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
telah memposisikan dan memfungsikan sepenuhnya KPU sebagai penyelenggara
Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah. Undang-undang
ini menjabarkan secara lebih jelas dan lengkap tentang tugas dan wewenag KPU
sebagai penyelenggara Pemilu. Lembaga pengawas pemilu yang semula bersifat
sementara (kepanitian) ditingkatkan/dikembangkan menjadi lembaga tetap yaitu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Wewenang Bawaslu diperluas meliputi:

' Didik Supriyanto, Ibid., him. 54-55

72 Didik Supriyanto, Ibid., him. 163-64
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mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu, menangani pelanggaran pemilu,
menyelesaikan sengketa, dan merekomendasikan pemberhentian anggota
KPU/KPUD dan panitia pemilihan yang diduga melakukan pelanggaran undang-
undang pemilu dan kode etik. Dalam bab V Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2007 diatur mengenai kode etik dan Dewan Kehormatan. Untuk menjaga
kemandirian, integritas, kredibiltas dan profesionalitas penyelenggara pemilu
maka KPU dan Bawaslu menyusun kode etik penyelenggara pemilu. Untuk
memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh anggota KPU dibentuk Dewan Kehormatan KPU (DK-KPU)

yang bersifat Adhoc, begitu juga pada Bawaslu.

Kenyataannya pelaksanaan Pemilu selalu diwarnai dengan kecurangan dan
pelanggaran, termasuk Pemilu Tahun 2009. Hal yang menjadi persoalan besar
pada Pemilu Tahun 2009 adalah persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimana
banyak warga negara yang kehilangan hak konstitusionalnya untuk dapat memilih
dalam Pemilu. DPR mengambil insiatif untuk merubah Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum. Perubahan ini dimaksudkan untuk
menyempurnakan khususnya mengenai Tim seleksi KPU dan Bawaslu,
Kelembagaan KPU dan Bawaslu, Penguatan Sekretariat, Saksi, Peran Pemerintah

dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

UU No.15 Tahun 2011 mengatur lima kategori pelanggaran dan sengketa dalam
pelaksanaan Pemilu, yaitu : (1) Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu

(KPU dan Bawaslu), penyelesaiaannya dilakukan oleh DKPP (2) Pelanggaran
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administratif Pemilu oleh peserta Pemilu, KPU dan jajaran pelaksana pemilu,
penyelesaiaannya dilakukan oleh KPU berdasarkan rekomendasi Bawaslu. (3)
Sengketa Pemilu yang terjadi antar peserta Pemilu dan antara peserta Pemilu
dengan Penyelenggara Pemilu, penyelesaiaannya dilakukan oleh Bawaslu. (4)
Pelanggaran Tindak pidana Pemilu, penyelesaiannya pada institusi kepolisian,
kejaksaan, dan pengadilan berdasarkan laporan dari Bawaslu. (5) Sengketa tata
usaha negara Pemilu, berkaitan dengan verifikasi partai politik calon peserta
pemilu dan penetapan daftar calon legislatif tetap. penyelesaiaannya melalui
gugatan ke pengadilan tinggi tata usaha negara. (6) Perselisihan hasil Pemilu,
antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu

secara nasional, penyelesaiaannya melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal yang menarik dalam UU No. 15 Tahun 2011 adalah adanya lembaga baru
dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum (DKPP). DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani
pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan Pemilu. DKPP merupakan perkembangan lebih lanjut dari

lembaga DK-KPU yang sudah ada sebelumnya.

2.4. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP Adalah
lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu
dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan
ketentuan UU No. 15 Tahun 2011, dalam penyelenggaraan Pemilu terdapat 3

(tiga) fungsi yang saling berkaitan yang diinstitusionalisasikan dalam 3 (tiga)
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kelembagaan, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP bukan lembaga
penyelenggara Pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya terkait dengan para
pejabat penyelenggara Pemilu.”® Menurut Pasal 22E UUD 1945 lembaga
penyelenggara Pemilu adalah “komisi pemilihan umum”, namun oleh undang-
undang dijabarkan menjadi 2 (dua) lembaga yang terpisah dan masing-masing

bersifat independen, vyaitu “Komisi Pemilihan Umum” (KPU) dan “Badan

Pengawas Pemilihan Umum” (Bawaslu).

DKPP merupakan perkembangan lebih lanjut dari lembaga DK-KPU (Dewan
Kehormatan Komisi Pemilihan Umum) yang sudah ada sebelumnya yang diatur
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilu. Sejak UU No. 22 Tahun 2007, putusan Dewan Kehormatan dinyatakan
bersifat final dan mengikat, sehingga dapat dikatakan memiliki karakter dan
mekanisme kerja seperti lembaga peradilan. Oleh karena itu, sejak terbentuknya
DK-KPU pertama kali pada tahun 2009, mekanisme kerja Dewan Kehormatan ini
didesain sebagai badan peradilan etika yang menerapkan semua prinsip peradilan

modern.”

Sebagai amanat UU 15 Tahun 2011, maka dibentuklah Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang di lantik oleh Presiden pada hari
Selasa 12 Juni Tahun 2012. Pengangkatan anggota DKPP tertuang dalam Kepres
Nomor 57 tahun 2012. Ketujuh anggota DKPP tersebut adalah Ida Budhiarti
mewakili unsur Komisi Pemilihan Umum, Nelson Simanjuntak mewakili unsur

Badan Pengawas Pemilu dan lima dari unsur masyarakat yaitu Abdul Bari Azed,

& Jimly Asshiddigie, Pengenalan DKPP Untuk Penegakan Hukum, Makalah disampaikan dalam

forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Februari 2013.
™ Jimly Asshiddigie, Ibid.,
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Valina Singka Subekti, Jimly Asshiddigie, Saut Hamonangan Sirait serta Nur
Hidayat Sardini. Sesuai Pasal 109 ayat (1) UU penyelenggaraan pemilu, DKPP
bersifat tetap dan berkedudukan di ibukota negara. Selanjutnya dalam Pasal 110
disebutkan DKPP menyusun dan menetapkan satu kode etik yang bersifat
mengikat serta wajib dipatuhi, untuk menjaga kemandirian, integritas, dan
kredibilitas anggota KPU dan Bawaslu berserta jajaran dibawahnya sebagai

penyelenggara Pemilu.

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat (Pasal 112 ayat 12 UU No.15 Tahun
2011). Final artinya tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum yang
lebih lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan diucapkan
dalam sidang pleno terbuka DKPP terbuka untuk umum. Mengikat artinya
putusan itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga
penyelenggara kekuasaan negara dan termasuk badan-badan peradilan terikat

dan wajib melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya.”

Mengenai Tugas dan Wewenang DKPP diatur dalam pasal 111 ayat (3) dan (4)
UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang bunyi :
(3) Tugas DKPP meliputi:
a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode
etik oleh Penyelenggara Pemilu;
b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan
dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara
Pemilu;

c. menetapkan putusan; dan

> Jimly Asshiddigie, Ibid.,
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d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

(4) DKPP mempunyai wewenang untuk:
a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran
kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk
dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti

melanggar kode etik.

Selanjutnya dalam Pasal 109 ayat (2) menyatakan bahwa “DKPP dibentuk untuk
memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU
Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota
PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu
Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan,
anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar
Negeri”. Dari pasal ini dapat ditentukan siapa saja yang dapat menjadi subjek

perkara dan objek yang dapat diperkarakan di DKPP.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Peraturan DKPP No.2 Tahun 2012 tentang
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pasal 1 angka 5
menyebutkan “Teradu dan/atau Terlapor adalah anggota KPU, anggota KPU
Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota,
anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN,

anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu
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Kabupaten/Kota, anggota  Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas
Pemilu Lapangan, dan/atau anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri yang diduga
melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”. Kemudian yang
menjadi pihak pengadu dan/atau pelapor adalah Pengadu dan/atau Pelapor
adalah penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat,
pemilih, dan/atau rekomendasi DPR yang menyampaikan pengaduan tentang

dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ( Pasal 1 angka 4) .

Pada prinsipnya, mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara
Pemilu sesuai pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu meliputi,
sebagai berikut :

1. Verifikasi Administrasi. DKPP menerima pengaduan dan/atau laporan tertulis
untuk dikaji terlebih dahulu oleh sekretariat DKPP mengenai kelengkapan
administrasi pengaduan yang meliputi: identitas pengadu dan teradu, uraian
alasan pengaduan, serta permintaan untuk memeriksa dan memutus dugaan
pelanggaran kode etik.

2. Verifikasi Materiel dan Registrasi Perkara. Pengaduan yang telah lolos
verifikasi administrasi akan dilakukan verifikasi materiel untuk menentukan
apakah pengaduan tersebut memenuhi unsur pelanggaran kode etik.
Kemudian pengaduan yang telah memenuhi. Pengaduan yang telah
memenuhi verifikasi administrasi dan verifikasi materiel akan dicatat dalam
buku registrasi perkara dan ditetapkan jadwal sidangnya.

3. Persidangan. Dalam persidangan DKPP, Pelapor menyampaikan pokok
laporannya, kemudian Terlapor menyampaikan pembelaan terhadap tuduhan

yang disampaikan Pelapor. Apabila diperlukan, baik Pelapor maupun
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Terlapor dapat menghadirkan saksi-saksi termasuk keterangan ahli di bawah
sumpabh serta keterangan pihak terkait lainnya.

4. Pleno Penetapan Putusan. Majelis Sidang DKPP akan menilai duduk perkara
yang sebenarnya, merumuskan dan menyimpulkannya, hingga akhirnya
memberi Putusan.

5. Putusan. Putusan DKPP dibacakan di dalam suatu persidangan dengan

memanggil pihak Terlapor dan Pelapor.

DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran
kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, dan jajarannya. Dugaan Pelanggaran
kode etik tersebut diproses sebagaimana sebuah peradilan, dengan menempatkan
Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No.13 Tahun 2012, No.11 Tahun
2012, dan No.1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai
"hukum materil"-nya, dan Peraturan DKPP No.2 Tahun 2012 tentang Pedoman

Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai "hukum formil”-nya.

2.5. Teori Peraturan Perundang-Undangan: Penegakan Code of Law dan
Code of Ethic

2.5.1 Teori Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan berasal dari kata Peraturan dan Perundang-
undangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peraturan adalah tatanan
(petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat mengatur, sedangkan perundang-
undangan diterjemahkan sebagai yang bertalian dengan undang-undang. Kata
undang-undang diartikan ketentuan-ketentuan dan peraturan negara yang dibuat

oleh pemerintah, disahkan oleh parlemen, ditanda tangani oleh kepala negara, dan
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mempunyai kekuatan mengikat atau aturan yang dibuat oleh orang atau badan

yang berkuasa.”

Dalam bahasa Belanda istilah perundang-undangan dan peraturan perundang-
undangan berasal dari istilah wettelijke regels atau wettelijke regeling. Istilah wet
(undang-undang) dalam hukum Belanda mempunyai dua pengertian, yaitu wet in
fomele zin (undang-undang dalam arti formal), adalah setiap keputusan
pemerintah yang merupakan undang-undang yang didasarkan kepada bentuk dan
cara terbentuknya. Dan wet in materiele zin (undang-undang dalam arti materil)
yaitu keputusan pemerintah/penguasa yang dilihat berdasarkan kepada isi atau
substansinya mengikat langsung terus penduduk atau suatu daerah tertentu,
misalnya: peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan

daerah dan sebagainya.’’

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan
Perundang-undangan, menyebutkan dalam Pasal 1 angka 2 pengertian “Peraturan
Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum
yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara
atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan
Perundang-undangan”. Menurut Burkhardt Krem,” Istilah perundang-undangan
(legislation, wetgeving atau gezetzgebung) mempunyai 2 (dua) pengertian yang
berbeda, yaitu: (1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses

membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat

% Armen Yasir, Hukum Perundang-undangan, Lembaga Penelitian universitas Lampung, Lampung, 2008,

him. 25

77" Armen Yasir, Ibid., him. 25

Maria Farida Indrati Soeprapto, llmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya,
Kanisius, Jakarta, 1998, him. 3
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daerah; (2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan
hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat

daerah.

Bagir Manan’® memberikan pengertian Peraturan Perundang-undangan sebagai

kaidah hukum tertulis yang dibuat pejabat berwenang atau lingkungan jabatan

yang berwenang yang berisikan aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan

bersifat umum. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, Menurut Armen Yasir,

ciri atau sifat suatu peraturan perundang-undangan adalah:®

1. Peraturan Perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai
bentuk dan format tertentu;

2. Dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
berdasarkan ketentuan yang berlaku;

3. Peraturan Perundang-undangan berisikan aturan pola perilaku, jadi bersifat
mengatur (regulerend);

4. Peraturan Perundang-undangan mengikat secara umum, tidak ditujukan kepada

seseorang atau individu tertentu.

Mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, Hans Kelsen
mengemukakan Teori Stufenbau des Recht atau The Hirarchy of law®'. Teori
tersebut membahas mengenai jenjang norma hukum, dimana ia berpendapat
bahwa “norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam

suatu hirarki tata susunan”. Norma hukum mengatur pembentukannya sendiri

I Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH Ull Press, 2003, him. 216

Armen Yasir, op.cit., him. 28

Hans Kelsen, General Theory Of Law and State, Russell & Russell, New York, 1961,
diterjemahkan oleh Raisul Muttagien, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Cetakan I,
Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, September 2006, him. 179
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karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum
lainnya, dan juga sampai derajat tertentu menentukan isi dari norma yang lainnya
itu. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih
tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang

lebih rendah.

Sekarang Teori Stufenbau des Recht Hans kelsen semakin diperjelas dalam hukum
positif di Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan
“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Terdapat berbagai asas-asas hukum umum yang harus diperhatikan dan

diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu :*?

1. Asas lex superior derogat legi inferiori; yaitu peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

8 Armen Yasir op.cit., him. 69-70
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2. Asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu peraturan perundang-
undangan khusus didahulukan berlakunya dari pada peraturan perundang-
undangan yang umum.

3. Asas lex posterior derogat legi priori, yaitu peraturan perundang-undangan
yang baru didahulukan berlakunya daripada yang terdahulu.

4. Asas lex neminem cogit ad imposibilia, yaitu peraturan perundang-undangan
tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin
dilakukan atau sering juga disebut asas kepatutan (bilijkheid).

5. Asas lex perfecta, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang
suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.

6. Asas non retroactive, yaitu peraturan perundang-undangan tidak
dimaksudkan untuk berlaku surut.

7. Asas welvaarstaat,®® yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sarana
untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual &

material bagi masyarakat maupun individu.

Menurut Bagir Manan® keputusan dalam lapangan hukum publik dapat
dibedakan antar keputusan negara dan keputusan administrasi negara. Keputusan
negara dibedakan menjadi dua yaitu (1) keputusan negara sebagai peraturan
perundang-undangan, meliputi : Undang-Undang Dasar dan Perubahan Undang-
Undang Dasar, putusan MPR, undang-undang. (2) Keputusan negara yang bersifat

kongkrit individual, meliputi : Keputusan yang bertalian dengan pengisian

8 http://kuliahade.wordpress.com/2010/03/30/teori-dan-hukum-perundang-undangan-peraturan

perundang-undangan-yang-baik/, diunduh tanggal 2 Februari 2013Menurut Purnadi Purbacaraka &
Soerjono Soekanto, salah satu asas-asas Peraturan Perundang-undangan adalah Asas welvaarstaat.
4 Bagir Manan, op.cit, hlm. 227


http://kuliahade.wordpress.com/2010/03/30/teori-dan-hukum-perundang-undangan-peraturan-perundang-undangan-yang-baik/
http://kuliahade.wordpress.com/2010/03/30/teori-dan-hukum-perundang-undangan-peraturan-perundang-undangan-yang-baik/
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jabatan-jabatan organ negara dan putusan atau penetapan hakim mengenai suatu

perkara atau suatu permohonan.

Sedangkan keputusan administrasi negara atau keputusan penyelenggar
pemerintah (eksekutif) dapat dibedakan : (1) Peraturan perundang-undangan,
meliputi keputusan dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden,
peraturan menteri dan peraturan tingkat pusat lainnya. (2) Peraturan Kebijakan.
Aturan kebijakan hanya mengatur kegiatan administrasi, bentuknya seperti: surat
edaran, Juklak, Juknis, Pedoman. (3) Ketetapan Administrasi Negara
(beschikking). Aturan ini merupakan keputusan administrasi negara dilapangan
hukum publik yang bersifat kongkrit individual. (4) Perencanaan (Plannen),
merupakan peraturan perencanaan yang mengambarkan visi, misi, tujuan, sasaran,

program pembangunan untuk kurun waktu tertentu.

2.5.2. Penegakan Code of Law dan Code of Ethic

Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam norma yang
mempengaruhi tatacara bertingkah laku. Norma yang mempengaruhi kehidupan
sehari-hari adalah norma adat, agama dan moral, sedangkan norma yang berasal
dari hukum negara mempunyai pengaruh yang dipaksakan dan harus dipatuhi oleh
seluruh masyarakat. Kekuatan memaksa dari hukum, karena hukum dibuat oleh
lembaga yang dianggap sah dan berwenang untuk menyelenggarakan jalannya

suatu negara yaitu lembaga legislatif dan lembaga negara lainya.
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Kaidah/norma hukum adalah isi aturan hukum, dan aturan hukum itu dapat tertulis

maupun tidak tertulis®. suatu aturan hukum yang dirumuskan dalam sebuah

undang-undang dan ditetapkan oleh pengemban kewenangan hukum maka disebut

hukum tertulis atau hukum positif. Namun ada aturan hukum yang tidak (belum)

ditetapkan atau dipositifkan oleh pengemban hukum, aturan ini tumbuh dari

kesadaran hukum masyarakat dan menjadi bagian dari hukum sebagai sistem

konseptual yang disebut hukum tidak tertulis. Norma hukum sebagai norma

perilaku secara umum berisikan antara lain® :

1. Perintah (gebod), adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu

2. Larangan (verbod), adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu

3. Pembebasan (vrijstelling, dispensasi) adalah pembolehan (verlof) khusus
untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan;

4. lzin (toestemming, permisi) adalah pembolehan khusus untuk melakukan

sesuatu yang secara umum dilarang.

Secara Epistemologi, kata etika berasal dari bahasa yunani “ethos” (bentuk
tunggal), yang berarti tempat tinggal, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap dan
cara berfikir. Bentuk jamaknya “tha eta” yang artinya adat istiadat. Istilah etika
juga disebut juga “mores, mos” yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang
baik, sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral. Secara
Etimologis etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan sebagai suatu
tatanan kepatutan, adat istiadat, yang berkenaan dengan hidup yang baik dan

buruk. Etika melekat pada manusia pribadi dengan tuntutan atas dasar kehendak

8 B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, him. 92

8 B, Arief Sidharta, Ibid., him. 100-101
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bebas dalam kaitannya membentuk manusia yang berpribadi manusia, dengan

demikian akan memiliki tanggung jawab dan kewajiban serta sanksi sosial.®’

Kode Etik adalah aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan
prinsip yang di dalamnya memuat karakter, watak kesusilaan atau adat serta
menyangkut moral. Sebagai sebuah subjek, etika akan berkaitan dengan konsep
yang dimiliki individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan
yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Kode etik dalam
arti materil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak
tertulis mengenai etika, berkaitan dengan sikap serta pengambilan keputusan hal-
hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk
dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan

ditegakkan oleh organisasi profesi.®

Semua profesi memiliki rumusan kode etik tertentu, seperti kode etik Dokter,
kode etik Notaris, kode etik Jurnalis, kode etik Kepolisian dan lain sebagainya.
Kode etik akan menjaga kehormatan dan nama baik suatu lembaga atau
organisasi, meningkatkan kredibilitas serta menjadi pengarah profesi. Semakin
beradab suatu masyarakat, semakin tinggi pelaksanaan kode etik, maka semakin
maju negara tersebut. Dan inilah yang menjadi landasan pokok, mengapa
pengaturan kode etik sangat dibutuhkan, dimana norma-norma hukum dalam
peraturan tersebut, akan menjadi senjata yang ampuh di dalam menjaga martabat

dan prilaku keseharian.®®

¥ | Gede A.B. Wiranata, Dasar-Dasar Etika dan Moralitas, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,

him. 84-107.
% | Gede A.B. Wiranata, Ibid., him. 251.

8 http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/11/29/penerapan-norma-hukum-dalam-peraturan-kode-


http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/11/29/penerapan-norma-hukum-dalam-peraturan-kode-etik/
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Etika dan hukum kadangkala saling meliputi atau overlapped. Perilaku yang tidak
etis sekaligus dapat juga tidak sah menurut hukum, namun adakalanya pula
bersifat pararel. Apa yang ilegal mungkin dipandang etis, dan mungkin yang
dipandang legal dipandang tidak etis. Begitu pula ukuran etis antara kelompok
manusia yang satu bisa berbeda dengan kelompok manusia lain, sekalipun dalam
suatu masyarakat yang sama yang pluralistik. Kesimpulannya hukum dan etika
tidak atau belum tentu merupakan hal yang sama. Namun antara keduanya saling
memperkuat (mutual reinforcing) dan bersifat komplementer satu sama lain.
Dengan demikian asas hukum dan nilai etika jalin-menjalin (interwoven) secara
erat. Ada kalanya hubungan keduanya bersifat compulsory atau kumulatif, ada
kalanya tidak atau berdiri sendiri (alternative). Namun sebagaimana dikatakan
Jellinek bahwa hukum selalu mengandung etika yang bersifat minimum das Recht

ist das etische Minimum.%

Pada prinsipnya fungsi hukum dan etika sama yaitu untuk menimbulkan daya
getar (deterrent effect). Orang takut melanggar Hukum Jabatan karena takut
dihukum. Anggota profesi takut melanggar Kode Etik karena takut dipecat
sebagai anggota organisasi pofesi. Orang yang taat pada kode etik (ethical
abiding) biasanya juga patuh pada hukum (law abiding). Kode etik sanksinya
ringan, hukum sanksinya berat. Sanksi etik seringkali dikatakan tidak pasti
(uncertain) dan mengandung alternatif yang banyak (multiple). Hukum sebaliknya

memiliki karakteristik:  “consistent (menghindari kontradiksi); universal

etik/, diunduh tanggal 2 Februari 2013

% http://medianotaris.com/pelanggar_etika_cenderung_melanggar_hukum_ berital85.html, diunduh
tanggal 2 Februari 2013, Prof. Dr. Muladi, SH, Pelanggar Etika, Cenderung Melanggar Hukum, Materi
Kuliah Umum Mahasiswa Magister Kenotariatan UNDIP, dalam rangka Deklarasi berdirinya IKANOT
UNDIP, Semarang, 4 Oktober 2012.


http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/11/29/penerapan-norma-hukum-dalam-peraturan-kode-etik/
http://medianotaris.com/pelanggar_etika_cenderung_melanggar_hukum_berita185.html
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(diterapkan sama dalam keadaan yang sama); published (dipublikasikan tertulis);

accepted (harus ditaati); and enforced (dapat dipaksakan).™

Meskipun etika itu menjadi sumber materiil dari hukum, etika itu sendiri tidak
dengan sendirinya menjadi hukum. Oleh sebab itu penjatuhan hukuman, prosedur,
dan jenis hukuman pada etika dan hukum diatur secara berbeda. Dalam
keterkaitan ini, antara pelanggaran etik dan pelanggaran hukum bisa digambarkan
dalam tiga hubungan. Pertama, ada orang melanggar etik, tetapi tidak melanggar
hukum; kedua, ada orang melanggar etika dan melanggar hukum sekaligus karena
etika itu sudah dijadikan (diformalkan) menjadi hukum sehingga pelanggarnya
bisa dihukum; ketiga, ada orang melanggar etika dan melanggar hukum sekaligus,
tetapi tidak dihukum karena pelanggarannya tidak signifikan untuk memengaruhi

sebuah produk keputusan yang diperkarakan.*

Jimly Asshiddigie®™ menyatakan bahwa hukum dan sistem hukum, termasuk
peradilannya, tidak memadai sebagai satu-satunya andalan untuk memecahkan
masalah perilaku manusia. Kompleksitas dinamika kehidupan menyebabkan
norma-norma hukum dan sistem hukum mengalami gejala disfungsi dan bahkan
malfungsi. Saking cepatnya perubahan dan perkembangan perilaku manusia,
hukum dan sistem hukum yang berlaku cenderung terlambat mengantisipasi. Etika
dan sistem etika, termasuk peradilannya, menjadi sangat penting karena dapat
mendahului pendekatan hukum dan sistem hukum, sehingga beban hukum dan

sistem hukum dapat dikurangi karena peran etika dan sistem etika. Perangkat-

% prof. Dr. Muladi, SH, Ibid.,

http://www.seputar-indonesia.com/, Moh Mahfud MD, “Menang di MK Kalah di DKP Pemilu”
diunduh tanggal 4 Januari 2013

% http://politik.kompasiana.com/2012/12/14/rule-of-law-dan-rule-of-ethic-saling-melengkapi-

510944 .html , diunduh tanggal 2 Februari 2013
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perangkat pendukung untuk menegakkannya, yaitu kode etik dan institusi penegak

kode etik, merupakan instrumen kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Kusnu Goesniadhie,” Hukum merupakan buatan manusia bukanlah
segala-galanya. Selain hukum, masih memerlukan norma etika, keduanya harus
berjalan seiring sejalan secara fungsional dalam upaya membangun peri
kehidupan yang menerapkan prinsip good governance, baik dalam lapisan
pemerintah dan negara (supra struktur) maupun dalam lapisan kemasyarakatan
(infra struktur). Ide pokoknya adalah disamping membangun sistem hukum dan
menegakkan hukum, juga harus membangun dan menegakkan sistem etika dalam
kehidupan berorganisasi warga masyarakat dan warga negara. Apabila etika tegak
dan berfungsi baik, maka mudah diharapkan bahwa hukum juga dapat ditegakkan

sebagaimana mestinya.

Keseluruhan sistem etika dapat dikatakan sebagai “positive ethic” yang berperan
penting sebagai pendamping “positive law”, dalam arti sebagai perangkat norma
aturan yang diberlakukan secara resmi dalam satu ruang dan waktu tertentu.
Apabila etika positif dapat ditegakkan, niscaya etika publik pada umunya dapat
diharapkan tumbuh sebagai “living ethics” atau sebagai etika yang hidup dan
berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini akan menjembatani antar nilai ajaran
agama yang sangat luhur dan ideal dalam masyarakat yang dikenal sangat agamis
di Indonesia, dengan realita pelembagaan sistem kenegaraan modern yang

menuntut rasionalitas berdasarkan sistem “rule of law”.%®

* Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Nasa

Media, Malang, him. 187
> Kusnu Goesniadhie, Ibid., 188
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Jimly Asshiddigie berpandangan bahwa,® dalam demokrasi kita harus
membangun keseimbangan yang imbang mengimbangi. Watak demokrasi yang
menghasilkan kebebasan justru berpotensi ketidak teraturan, bahkan konflik. Rule
of law dan rule of ethic yang saling melengkapi dapat membangun keseimbangan
yang imbang mengimbangi dan menjamin keteraturan, bahkan meredam konflik.
Rule of law mempunyai sistem kontrol atas perilaku manusia yang kaku, rigid,
dan sulit mengikuti kompleksitas dinamika perilaku manusia. Namun rule of ethic
mempunyai sistem kontrol atas perilaku manusia yang tidak kaku, tidak rigid, dan

tidak sulit mengikuti kompleksitas dinamika perilaku manusia.

% http://politik.kompasiana.com/, op.cit.,
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